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ABSTRACT 

The enforcement of customary law norms and the management of water resources play a central 
role in the legal context of Indonesia, particularly in preserving the sustainability and diversity 
of ecosystems. This research aims to examine the implementation and effectiveness of enforcing 
customary law norms in the management of water resources, integrating them into the national 
legal framework of Indonesia. 

In Indonesian society, customary law has deep roots and often serves as the foundation for the 
management of natural resources, including water. Despite recognition of customary law in 
certain regulations, its implementation is often suboptimal. This study involves an in-depth 
analysis of the legal aspects of enforcing customary law related to the management of water 
resources. 

The management of water resources in Indonesia is governed by various laws and government 
regulations. However, the integration of customary law norms into this legal framework remains 
a subject of debate and a distinct challenge. This research explores the constraints and 
opportunities faced in strengthening the enforcement of customary law in the context of water 
resource management. 

The results of this research are expected to provide insights into the effectiveness of enforcing 
customary law norms in the management of water resources in Indonesia. The implications of 
these findings can support policy improvements, regulations, and practical implementations to 
enhance the protection of water resources, preserve local wisdom, and sustainably maintain 
ecosystems as a whole. Thus, this research holds significant relevance for the development of 
laws and policies related to water resources in Indonesia. 
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ABSTRAK 

Penegakan norma hukum adat dan pengelolaan sumber daya air memiliki peran sentral dalam 

konteks hukum Indonesia, khususnya dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman ekosistem. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan efektivitas penegakan norma hukum 

adat dalam pengelolaan sumber daya air, dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka 

hukum nasional Indonesia. 

Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat memiliki akar kuat dan seringkali menjadi landasan 

bagi pengelolaan sumber daya alam, termasuk air. Meskipun terdapat pengakuan terhadap 

hukum adat dalam beberapa regulasi, implementasinya seringkali belum maksimal. Penelitian ini 

melibatkan analisis mendalam terhadap aspek legalitas penegakan hukum adat terkait 

pengelolaan sumber daya air. 

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan 

pemerintah. Namun, integrasi norma hukum adat dalam kerangka hukum ini masih menjadi 

perdebatan dan tantangan tersendiri. Penelitian ini mengeksplorasi kendala dan peluang yang 

dihadapi dalam memperkuat penegakan hukum adat dalam konteks pengelolaan sumber daya air. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas penegakan norma 

hukum adat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Implikasi temuan penelitian ini 

dapat mendukung perbaikan kebijakan, peraturan, dan implementasi praktis untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap sumber daya air, mempertahankan kearifan lokal, dan menjaga 

keberlanjutan ekosistem secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi 

signifikan untuk pengembangan hukum dan kebijakan sumber daya air di Indonesia. 

Kata Kunci: Hukum Adat; Sumber Daya Air; Penegakan Hukum Sumber Daya Alam 

 

PENDAHULUAN 

Penegakan norma hukum adat dan pengelolaan sumber daya air memainkan peran krusial 

dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hukum adat, sebagai warisan budaya yang 

kaya, dan pengelolaan sumber daya air, sebagai elemen penting bagi keberlanjutan ekosistem, 

saling terkait dan menjadi pusat perhatian dalam kerangka hukum Indonesia. 

Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan geografisnya, mengakui pentingnya 

hukum adat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, dalam menghadapi tantangan global 

terkait pengelolaan sumber daya air, integrasi norma hukum adat dalam kerangka hukum 

nasional menjadi aspek yang terus diperdebatkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan norma hukum adat 

berperan dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi 

ekologis dan tuntutan pembangunan. Dengan mengintegrasikan norma hukum adat ke dalam 

kerangka hukum Indonesia, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman mendalam tentang 

dinamika implementasi dan dampaknya terhadap pemanfaatan sumber daya air. 

Melalui pengeksplorasian kendala dan peluang yang muncul, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan 

pengelolaan sumber daya air. Dengan memahami keterkaitan antara penegakan norma hukum 

adat dan pengelolaan sumber daya air, penelitian ini mengusulkan pandangan yang holistik dan 

berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, pelestarian budaya, 

dan keberlanjutan lingkungan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu 

proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk 



p-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN NO. 1359957835 

Februari 2022, Vol. 10 No. 2 

255 

 

memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.  

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-

norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal 

ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin 

dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip 

hukum yang relevan dengan pokok bahasan.  

Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan 

atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi 

bangunan gedung. 

Sumber Bahan Hukum  

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu :  

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945); Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (UUPA); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum 

dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.  

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 
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yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum dan ensiklopedia. 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka 

yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika. 

Analisa Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan 

tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap 

aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Penegakan norma hukum adat dan pengelolaan sumber daya air merupakan dua hal yang 

saling terkait dalam kerangka hukum nasional. Pertama, penegakan norma hukum adat merujuk 

pada upaya pemerintah Indonesia untuk mengakui, melindungi, dan menghormati sistem hukum 

adat yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum adat merujuk pada norma-norma, aturan, dan 

praktik yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas-komunitas adat di Indonesia. Pada 

tingkat nasional, ada beberapa instrumen hukum yang mengatur penegakan norma hukum adat, 

seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Kedua, pengelolaan sumber daya air dalam kerangka hukum Indonesia diatur oleh 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang ini memberikan 

landasan bagi pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan, dan pemanfaatan yang adil dan 

berkeadilan terhadap sumber daya air di Indonesia. Tujuan pengelolaan sumber daya air dalam 

konteks ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem air serta memenuhi 

kebutuhan air bagi kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan pembangunan nasional. 

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengelolaan sumber daya air juga melibatkan 

partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Prinsip-prinsip tata ruang, hak-hak 

adat, kearifan lokal, dan konsultasi partisipatif dengan masyarakat adat menjadi faktor penting 

dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. 

Terkait penegakan norma hukum adat dan pengelolaan sumber daya air, ada berbagai 

tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan pemahaman dan interpretasi hukum, konflik 
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kepentingan antara berbagai pihak, ketidakseimbangan kekuatan, dan implementasi yang tidak 

konsisten. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan perjuangan aktor-aktor terkait, 

pengakuan dan perlindungan terhadap norma hukum adat serta pengelolaan sumber daya air 

secara berkelanjutan menjadi perhatian yang semakin meningkat di dalam kerangka hukum 

Indonesia. 

 

Pembahasan  

1. Aturan Hukum di Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 

Aturan Hukum di Indonesia merujuk pada kumpulan peraturan hukum yang berlaku dan 

mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah dalam masyarakat Indonesia. 

Aturan Hukum di Indonesia mencakup berbagai jenis peraturan seperti undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang 

dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. 

Peraturan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, 

keamanan, dan perlindungan hak serta kepentingan semua pihak yang berada dalam wilayah 

Indonesia. Aturan Hukum di Indonesia mencakup beragam bidang hukum, mulai dari hukum 

pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, 

hingga hukum perbankan dan sebagainya. 

Sistem peraturan hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-

Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan bagi pembentukan aturan hukum lainnya. Selain itu, 

terdapat juga hukum adat yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia, terutama 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak mereka. 

Dalam pengelolaan sumber daya air, Indonesia memiliki aturan hukum yang mengatur 

secara komprehensif. Beberapa peraturan yang relevan dalam konteks ini adalah: 

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: Undang-Undang ini 

merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. 

Undang-Undang ini mengatur mengenai hak, kewajiban, penggunaan, perlindungan, dan 

pengendalian sumber daya air. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air: Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan 

kualitas air dan upaya pengendalian pencemaran air di Indonesia. 
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- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: Peraturan ini merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Peraturan ini 

membahas mengenai ketentuan lebih rinci terkait izin pengambilan air, pemeliharaan, dan 

perizinan usaha yang berhubungan dengan sumber daya air. 

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Jenis Usaha yang Wajib Melakukan 

Pengelolaan Air Limbah: Peraturan ini menetapkan jenis usaha yang wajib melakukan 

pengelolaan air limbah dan tata cara pengelolaannya. 

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai: Peraturan ini 

mengatur pedoman pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, termasuk 

perencanaan, pengendalian, dan pemantauan sumber daya air. 

Selain aturan-aturan di atas, terdapat juga peraturan daerah, kebijakan, dan instrumen 

hukum lain yang bersifat spesifik dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di tingkat 

regional dan lokal. 

Penting untuk melihat dan mengikuti aturan hukum yang berlaku saat melakukan 

pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Isi dan ketentuan hukum tersebut dapat berubah 

seiring waktu, oleh karena itu, merupakan langkah bijak untuk mengacu pada sumber hukum 

yang terkini dan mendapatkan nasihat dari ahli hukum terkait ketika berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya air. 

2. Pengakuan Hukum Adat dalam Tata Hukum di Indonesia 

Pengakuan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia merujuk pada penghormatan dan 

pengakuan terhadap sistem hukum tradisional atau adat yang telah ada di masyarakat sejak 

zaman dahulu. Hukum adat mencakup norma-norma, nilai-nilai, aturan, dan praktik-praktik yang 

berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. 

Pengakuan hukum adat di Indonesia mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman 

budaya dan tradisi masyarakat adat yang ada di negara ini. Pengakuan ini tercermin dalam 

berbagai peraturan hukum dan kebijakan pemerintah yang mengatur hubungan antara hukum 

adat dengan tata hukum nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa penjelasan berikut 
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mungkin tidak mencakup semua aspek terkait dengan pengakuan hukum adat di Indonesia, 

karena isu ini kompleks dan masih berkembang. (Tim Penulis Refleksi Hukum, 2017) 

Sejarah hukum adat di Indonesia sangat beragam karena negara ini terdiri dari berbagai 

suku dan etnis dengan budaya yang berbeda. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum 

nasional yang didasarkan pada hukum Barat, yaitu hukum sipil, namun pemerintah Indonesia 

telah mengakui dan memberikan status hukum tertentu pada hukum adat. 

Pengakuan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia tercermin dalam beberapa 

kebijakan dan regulasi, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): UUD 1945 

mencantumkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B dan 28I UUD 1945 

mengatur tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria): UU Agraria 

memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah adat mereka. 

Meskipun sejak saat itu telah mengalami beberapa kali perubahan, UU Agraria tetap 

mencantumkan prinsip-prinsip yang mendukung hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): UU HAM memberikan 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda): UU Pemda memberikan 

ruang bagi pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal dan adat istiadat di tingkat 

daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan (PP 

2/2012): PP 2/2012 mengatur tentang pengelolaan kawasan hutan dan memberikan ruang bagi 

partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan. 

Pengakuan hukum adat ini bertujuan untuk menghormati keberagaman budaya dan 

masyarakat di Indonesia serta menjaga keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat. 

Meskipun demikian, implementasi pengakuan ini tidak selalu berjalan lancar, dan masih terdapat 

tantangan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif. 

 

3. Integrasi Penegakan Norma Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Integrasi penegakan norma hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumber 

daya air mengacu pada upaya untuk menyatukan dan menggabungkan dua sistem hukum tersebut 

dalam konteks pengaturan dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. 
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Dalam konteks ini, hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam 

masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya air di wilayah tertentu. Sementara itu, hukum nasional merujuk pada peraturan hukum yang 

dibuat oleh pemerintah dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. (Suratiyah, 2015) 

Integrasi penegakan norma hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumber 

daya air bertujuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat serta memastikan 

bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat adat terkait dengan sumber daya air diperhatikan 

dan dilindungi. Hal ini juga dapat membantu mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam 

pengelolaan sumber daya air, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah mereka. 

Integrasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pembentukan 

regulasi hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat terkait sumber daya air, pemetaan dan 

identifikasi wilayah yang terkait dengan hukum adat, kerjasama antara lembaga pemerintah dan 

masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan partisipatif dalam perencanaan 

dan pengelolaan sumber daya air. 

Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut 

sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan nilai-nilai 

mereka, sementara pemerintah dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengelolaan sumber 

daya air secara efektif dan berkelanjutan. 

Integrasi penegakan norma hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan sumber 

daya air mencakup usaha untuk menggabungkan aspek-aspek hukum adat yang berkaitan dengan 

sumber daya air dengan kerangka hukum nasional yang ada. Di Indonesia, banyak masyarakat 

memiliki hubungan yang erat dengan air dalam konteks adat, dan pengelolaan sumber daya air 

yang efektif memerlukan pengakuan dan penyesuaian terhadap norma-norma adat yang 

berkaitan. Beberapa langkah integrasi yang dapat diambil mencakup: 

 

- Pengakuan Hukum Adat dalam Regulasi Nasional: Memastikan bahwa regulasi nasional 

yang mengatur pengelolaan sumber daya air mengakui dan mempertimbangkan norma-

norma hukum adat yang berkaitan dengan air. Menyelaraskan aturan-aturan nasional 

dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat yang telah mapan di masyarakat. 
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- Partisipasi Masyarakat Adat: Melibatkan masyarakat adat dalam proses perumusan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air. Ini dapat dilakukan melalui dialog, konsultasi, 

dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Memastikan representasi masyarakat adat 

dalam lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya 

air. 

- Pemberdayaan Masyarakat Adat: Memberdayakan masyarakat adat dengan memberikan 

akses informasi, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. 

Mengembangkan kapasitas masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pemantauan dan 

penegakan aturan terkait pengelolaan sumber daya air. 

- Ketepatan Hukum Adat dengan Standar Internasional: Menilai konsistensi norma hukum 

adat dengan standar internasional terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, 

untuk memastikan bahwa ada keseimbangan antara kebutuhan lokal dan prinsip-prinsip 

global. 

- Penyelarasan Hukum Adat dan Nasional: Menyelaraskan definisi dan pengaturan aspek-

aspek kunci pengelolaan sumber daya air dalam hukum adat dengan hukum nasional. Hal 

ini dapat mencakup definisi hak kepemilikan, penggunaan, dan penyelesaian sengketa. 

- Penegakan Hukum: Membangun mekanisme penegakan hukum yang mencakup 

penyelesaian sengketa secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

dan norma hukum adat. Memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki 

pemahaman yang memadai tentang hukum adat dan mampu menjalankan fungsi mereka 

dengan memperhatikan konteks lokal. 

Integrasi ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekologis sumber daya air, 

tetapi juga untuk menghormati hak-hak dan kepentingan masyarakat adat yang sering kali sangat 

tergantung pada sumber daya air untuk kehidupan dan keberlanjutan budaya mereka. 

 

 

4. Pengembangan Instrumen Hukum yang Mempertimbangkan Kepercayaan dan Praktik 

Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air  

Pengembangan instrumen hukum yang mempertimbangkan kepercayaan dan praktik 

masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya air merupakan langkah penting untuk mencapai 
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keberlanjutan ekologis dan menghormati hak-hak serta kearifan lokal. Berikut adalah beberapa 

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses tersebut: 

- Pengakuan Hak dan Kewenangan Masyarakat Adat: Instrumen hukum harus secara tegas 

mengakui hak-hak masyarakat adat terkait dengan sumber daya air, termasuk hak 

kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan. Memberikan kewenangan kepada 

masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya 

air, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat. (Hutagalung, 2014) 

- Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya dan Spiritual: Memasukkan nilai-nilai budaya dan 

spiritual masyarakat adat dalam instrumen hukum untuk mencerminkan pentingnya 

sumber daya air dalam kehidupan dan kepercayaan mereka. Mengakui keberagaman 

keyakinan dan praktik spiritual yang terkait dengan sumber daya air, dan memastikan 

bahwa regulasi menghormati dan melindungi warisan budaya ini. 

- Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat Adat: Menyediakan mekanisme yang efektif untuk 

partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan 

implementasi kebijakan terkait sumber daya air. Mendorong konsultasi dan kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan 

sumber daya air. 

- Hak Kompensasi dan Manfaat Bersama: Memastikan adanya ketentuan yang mengakui 

hak masyarakat adat untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan sumber 

daya air di wilayah mereka. Mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan 

sumber daya air antara pemerintah, industri, dan masyarakat adat. 

- Penetapan Wilayah Adat dan Hak atas Tanah Air: Menetapkan dan mengakui wilayah 

adat sebagai bagian integral dari instrumen hukum untuk memberikan dasar hukum bagi 

masyarakat adat dalam mengelola sumber daya air. Melindungi hak atas tanah air 

masyarakat adat dan memastikan keberlanjutan hak-hak tersebut. (Hutagalung, 2014) 

- Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Menetapkan mekanisme pemantauan dan 

evaluasi yang melibatkan masyarakat adat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya 

air. Menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan penyesuaian instrumen hukum 

sesuai dengan perubahan dalam kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat adat. 
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- Penyelesaian Sengketa yang Adil: Menyediakan mekanisme yang efektif dan adil untuk 

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pengelolaan sumber daya air 

antara pemerintah, industri, dan masyarakat adat. 

Pengembangan instrumen hukum yang mencerminkan kepercayaan dan praktik 

masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya air akan menciptakan dasar yang lebih solid 

untuk keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam proses ini, kolaborasi 

dan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci 

untuk mencapai keseimbangan yang baik. (Tim Penulis Refleksi Hukum, 2014) 

 

KESIMPULAN 

Penegakan norma hukum adat dan pengelolaan sumber daya air memainkan peran krusial 

dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi norma hukum adat dalam kerangka 

hukum nasional merupakan tantangan, namun dengan pemahaman yang mendalam tentang 

keterkaitan antara keduanya, upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, 

pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan dapat dilakukan lebih holistik. Penelitian dan 

analisis mendalam terhadap aspek legalitas serta implementasi yang lebih efektif dari norma 

hukum adat dalam pengelolaan sumber daya air menjadi penting dalam meningkatkan 

perlindungan terhadap sumber daya air dan menjaga keberlanjutan ekosistem di Indonesia. 

Dalam kerangka hukum Indonesia, penegakan norma hukum adat dan pengelolaan 

sumber daya air membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah 

beberapa elemen penting dalam kerangka untuk penegakan norma hukum adat dan pengelolaan 

sumber daya air dalam konteks hukum Indonesia: 

Pengakuan Hukum Adat, dalam membangun kerangka hukum, pengakuan formal 

terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional menjadi langkah awal yang 

penting. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Indonesia memberikan 

pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di tingkat desa. Namun, upaya pengakuan ini perlu 

terus diperkuat dan diperluas ke tingkat nasional. 

Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional, integrasi norma hukum adat dalam 

kerangka hukum nasional menjadi tantangan yang perlu diatasi. Perlu adanya upaya untuk 

mengubah atau menyesuaikan undang-undang dan peraturan nasional yang bertentangan dengan 
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hukum adat, serta mengembangkan instrumen hukum yang mempertimbangkan kepercayaan dan 

praktik masyarakat adat. 

Partisipasi Masyarakat Adat, pengambilan keputusan terkait penegakan norma hukum 

adat dan pengelolaan sumber daya air harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. 

Masyarakat adat harus memiliki akses yang adil dan merata dalam proses pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan sumber daya air dan diberikan pengakuan sebagai pemangku 

kepentingan yang memiliki pengetahuan lokal yang berharga. 

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif, penting untuk memperkuat lembaga 

pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penegakan norma hukum adat dan 

pengelolaan sumber daya air. Hal ini meliputi pembentukan mekanisme pengawasan yang 

transparan dan akuntabel, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait 

pengelolaan sumber daya air. 

Pendidikan dan Kesadaran Hukum, pendidikan tentang hukum adat dan pengelolaan 

sumber daya air, baik bagi masyarakat adat maupun masyarakat umum, penting untuk 

meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum adat serta 

perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya air. 
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